BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari hasil
penelitian ini adalah sebagai berikut :

a.  Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa: (1) variabel terikat yaitu
Akuntabilitas (Y) sebesar 89,21% dikategorikan Sangat baik. Variabel bebas
yaitu Perencanaan (X;) sebesar 94,93%, Pelaksanaan (X;) sebesar 85,62%,
Pelaporan (X4) sebesar 87,03% dikategorikan sangat baik sedangkan variabel
Penatausahaan (X3) sebesar 73,26% dan Pertanggungjawaban (Xs) sebesar
82,90%, dikategorikan baik. Hasil analisis deskritif untuk variabel
akuntabilitas, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan
pertanggung jawaban. Hipotesis pertama  bahwa variabel akuntabilitas,
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan dana desa di wilayah kecamatan Pantai Baru Kabupaten
Rote Ndao cukup baik.

b.  Hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa secara sendiri-sendiri (parsial)
kelima variabel bebas yang terdiri dari Perencaaan (X;) dengan nilai tpiung
sebesar 2,379 dan nilai signifikansi sebesar 0,020, Pelaksanaan (X;) dengan

nilai thiwng Sebesar 2,173 dan nilai signifikansi sebesar 0,033, Penatausahaan
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(X3) dengan nilai tpinne sebesar 3,554 dan nilai signifikansi sebesar 0,001,
Pelaporan (X4) dengan nilai thiwne sebesar 4,776 dan nilai signifikansi sebesar
0,000 dan Pertanggungjawaban (Xs) dengan nilai tyiung sebesar 2,041 dan nilai
signifikansi sebesar 0,045 dikarenakan nilai signifikansi dari kelima variabel
bebas lebih kecil dari nilai alpha 0,05 maka kelima variabel bebas secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di
Wilayah Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao. Hasil analisis tersebut
menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Wilayah

Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao.

Hasil uji hipotesis (uji F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan)
semua variabel bebas yang terdiri dari Perencanaan (X;), Pelaksanaan (X),
Penatausahaan (X3), Pelaporan (X4) dan Pertanggungjawaban (Xs) dengan nilai
Fhiwng sebesar 21,852 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dikarenakan
secara simultan nilai signifikansi dari kelima variabel bebas tersebut lebih kecil
dari nilai alpha 0,05, maka kelima variabel bebas secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Wilayah
Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao. Hasil analisis tersebut
menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara simultan
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berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di
Wilayah Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao.

Kontribusi atau sumbangan kelima variabel bebas dalam penelitian ini terhadap
tidak stabilnya Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Wilayah Kecamatan
Pantai Baru sebesar 63,1 %, sedangkan sisanya sebesar 36,9 % dipengaruhi

oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa

hal sebagai berikut :

1.

Kepada Manajemen pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan Pantai
Baru Kabupaten Rote Ndao disarankan untuk :

Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan meningkatkan
penatausahaan. Peningkatan penatausahaan dapat dilakukan dengan
melakukan pengontrolan terhadap pencatatan pada setiap transaksi melalui
aplikasi  Siskeuades sehingga setiap biaya yang dikeluarkan dapat

dipertanggungjawabkan dengan baik.

. Melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam hal pengelolaan keuangan

dengan menetapkan kualitas dan kuantitas pengelolaan keuangan yang
digunakan sesuai prosedur, mengurangi pemborosan atau harga yang
kemahalan, serta pemantauan yang ketat dan transparan terhadap pengelolaan

keuangan daerahS.

128



3. Melakukan perubahan perubahan dan penyesuaian-penyesauaian terhadap
peraturan perundang-undangan yang terbaru dan proses sosialisasi yang
berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi praktek-praktek yang menyimpang dan

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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